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BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 54 Tahun 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Soppeng dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); :

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Négara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); '

L 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Soppeng (lLembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUDUKAN, SUSUNAN
L ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SOPPENG.

BAB I _
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;

b. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan Tipe C;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
\Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
»iotonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
~dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

C. |

d. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

\yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
e. 'Bupati adalah Bupati Soppeng; | |
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; !
g.  Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
'|Tér‘padu Satu Pintu;
h. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman MOI al dan Pelayanan Terpadu
‘Satu Pintu; |
i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penang.man Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; |
j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
“Satu Pintu; o . _
k. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. '
1. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;

lPerperintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
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n. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas|semua tugas jabatan yang

m. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjaba:fn dari tugas pokok;

(1)

(2)

merupakan upaya pokok yang harus dilakukan pemegar

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad
unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidan
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang menjadi kewen
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpady

~ dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala I

(1)

(2)

. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan/struktur, susunan organisasi
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
~ini. :
, BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN T
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 4

- ¢. Bidang Penanaman Modal :

L e

(1)

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mel]

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dar
Pintu, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Ke

1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Pe
2. Seksi Promosi Penanaman Modal
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanamai

~d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan
' 2. Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Peé
3. Seksi Pengaduan dan Advokasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

g jabatan

u Satu Pintu merupakan
g Penanaman Modal dan
angan daerah;

1 satu Pintu sebagaimana
Dinas yang berkedudukan
alui Sekretaris Daerah.

n Pelayanan Terpadu Satu

uangan
nanaman Modal

n Modal

laporan

sebagaimana tercantum dalam

dengan Peraturan Bupati

UGAS

Satu Pintu dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin

dan melaksanakan urusan pemerintahan bidan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewe

g Penanaman Modal dan
nangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah seﬂuai peraturan perundang-

|

- undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebjjakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan

urusan pemerintahan bidang Penanaman Mod
satu pintup; .

dari pelayanan terpadu

b. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan
pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
C. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemeri

modal dan pelayanan terpadu satu pintu

ntahan bidang penanaman

td pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh B pati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

a.

Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorg

isasikan, menggerakkan

dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra

Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;

. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;

Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;

Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bi

tugasnya, ‘

dang dalam melaksanakan

Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organ?sasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisési agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tu%as pokok organisasi agar

senantiasa berjalan optimal,;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisb.si agar senantiasa sesuai

dengan rencana dan target yang ditetapkan;
Melaporkan dan memberi saran kepada
pelaksanaan tugas pokok organisasi;

atasan terkait capaian

Melaksanakan pemberian dukungan dan pembinaan atas penyelenggaraan

- pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal

yang meliputi perencanaan,

- .pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, dan

Sekretariat terdiri dari :
a. ?Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. ‘Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

--Melaksanakan pemberian dukungan dan pem
.tugas dibidang Penanaman Modal termasuk

penanaman modal serta pengelolaan data dan s
modal;

perizinan dan non perizinan;

. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

binaan atas pelaksanaan

pengendalian pelaksanaan
istem informasi penanaman

* :Melaksanakan pemberian dukungan dan pembinaan atas pelaksanaan
‘tugas dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pinth yang meliputi pelayanan

tugas dibidang Penanaman

Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan
agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelengga;aan tugas lingkup Dinas;
Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang dalam rangka

pengembangan karier serta melaksanakan tuga
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 5

s kedinasan lainnya yang
tertulis.
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Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, me punyai tugas memimpin
dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan,
pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peratyran perundang-undangan
dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

.Sekretaris mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan pelaporan
kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, serta perencanaan,
pelaporan dan kéuangan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kegiatan sub bagian umum
dan kepegawaian serta perencanaan, pelaporan dan Keuangan.

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian| umum dan kepegawaian,
serta perencanaan, pelaporan dan keuangan.

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

. rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkusg1 sekretariat;

., Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dalam lingkup Sekretariat;
g Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
. tugas;
'h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan
. .serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, perencanaan,
pelaporan, keuangan dan perlengkapan; ]In
i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
J. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan yang terkait dengan
- urusan umum dan kepegawaian;

k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan yang terkait dengan

‘urusan perencanaan , pelaporan, dan Keuangan;

1. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan yang terkait dengan

urusan perlengkapan,

m. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen yEerencananan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

n. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

‘pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupu:

o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam E'angka pembinaan dan

tertulis.
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Pasal 7 |

s (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, ménghimpun mengelola dan
melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi
pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol,
perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepégawa’ian dan tugas umum
lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku
untuk kelancaran tugas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian memplnyai fungsi : ]
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian umum dan
kepegawaian;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian umum dan
kepegawaian; ‘
c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas disub bagian umum
dan kepegawaian;
_ d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh| pimpinan sesuai dengan
‘tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai podoman pelaksanaan
tugas; A
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta dfistribusi yang merata;
c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
~d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
‘sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam|lingkup sub bagian;
f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan rumah tangga
.dan surat menyurat;
h. ;Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan kearsipan,;
i. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan keprotokoleran
‘dan perjalan dinas;
j- ‘Mengelola dan  melaksanakan urusan | yang terkait dengan
‘ketatalaksanaan;
k. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan perlengkapan;

. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan administrasi
' kepegawaian,;
. m. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya,;

n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; |

0. 'Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier serta melaksanakan tug’b.s kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

(1){ Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang
. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
| penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi
' ! urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan setta melakukan pembinaan,
pengendalian dan' evaluasi pelaksanaan perehcanaan, pelaporan dan
'Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang
berlaku untuk kelancaran tugas.

(a
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

(3)

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan |teknis di Sub Bagian
perencanaan, pelaporan dan keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bagian perencanaan,
pelaporan dan keuangan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pelaporan dan
keuangan; | ‘

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya |

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan
perencanaan dan pelaporan sebagai berikut : |

‘a. Menyusun rencana program, kegiatan, anggaran dan jadual operasional

tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merata;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar terciita distribusi tugas yang

C. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organi

si agar berjalan sesuai
- rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
€. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
‘sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

-f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan

tugas; .
8 Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan, daftar
usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian;

- h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan,

pelaporan dan keuangan, dan pengendalian tugas pembantu pemegang
kas;

-i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan  pelaksanaan program

B

kegiatan, proses administrasi terkait dengan |penatausahaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

J- Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,

RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Melakukan pengumpulan data realisasi c paian kinerja bulanan,
perbendaharaan keuangan, dan melaksanakan Verifikasi anggaran;
1. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester,

dan penyusunan rencana anggaran untuk periode lirna tahunan dan
tahunan; '

m. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD:

Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana
kerja tahunan SKPD dan Pembukuan pelaporan‘ keuangan;

;o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam #‘angka pembinaan dan

Bidang Penanaman Modal :

pengembangan karier serta melaksanakan tuga}s kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 9

1. ’Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2. 'Seksi Promosi Penanaman Modal
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
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Pasal 10

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh |seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas memimpin dan melaksan penyiapan bahan dalam
rangka perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan
dan melaksanakan program dan kegiatan bidang| Penanaman Modal sesuai
peraturan perundang-undangan dan pedoma? yang berlaku untuk

kelancaran tugas.
(2)

‘Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang mempunyai fungsi :

‘a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, Pengembangan Iklim
Penanaman Modal yang meliputi perencanaan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal serta pengendalian
penanaman modal;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
Penanaman Modal yang meliputi perencandan pengembangan iklim'
penanaman modal, promosi penanaman qodal serta pengendalian
. pelaksanaan penanaman modal;

c. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
. Penanaman Modal yang meliputi perencanaan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal serta Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal.

~d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diben'.}(a.n oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3)T Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.‘Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. lMembagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata,; ’

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya

d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

!‘ rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

'e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisgsi agar berjalan sesuai

- rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f, Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dalam lingkup Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan
_peréncanaan, pengembangan penanaman modal, promosi penanaman
modal serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

g Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas; '

.| h. Menyelenggarakan urusan penierintahan dan pelayanan umum dibidang

Penanaman Modal yang meliputi perencanaan, pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman

' modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pengelolaan

data dan sistem informasi penanaman modal;
i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan
program dan kegiatan dibidang penaman modal

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

kegiatan di bidang Penanaman Modal serta menyiapkan petunjuk
pemecahan masalah;

| k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang Penanaman Modal yang meliputi perencanaan,
pengembangan iklim penanaman modal, promoéi penanaman modal serta
pengendalian pelaksanaan penanaman modal,;




<

(a

(1) Sek
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
‘penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan

(2)

(3) Rxncmn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Kepala Seksi mempunyai fungsi :

9

. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas yang terkait dengan
dibidang Penanaman Modal ; |

m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup
bidang Penanaman Modal ; x

n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan dilingkup bidang; |

0. Menilai prestasi kerja bawahan dalam Langka pembinaan dan
pengembangan karier serta melaksanakan tugés kedinasan lainnya ydng
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11
Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh

dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi PelI'encanaan, Pengembangan
Iklim Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan dan.
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

sud pada ayat (1),

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan te
Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan,
'Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

is di Seksi Perencanaan,

' c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Per-éncanaan, Pengembangan

Iklim Penanaman Modal,

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

a.

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal oper

asional tahunan di Seksi

Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

‘merata;

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkuﬁ
Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok]

. .Menyelia pelaksanaan tugas pokok organiz%si agar berjalan sesuai

Seksi;
organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan

tugas;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Perencanaan,

!

Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan,

Pengembangan Iklim Penanaman Modal ¥y
pemberian fasilitas/insentif dibidang penanams
peta potensi investasi;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait

ang meliputi penetapan
in modal serta pembuatan

penyelenggaraan program

dan kegiatan di Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman

Modal; |

elaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan

kegiatan di Seksi Perencanaan, Pengembangan 1
Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tek

im Penanaman Modal;
nis pelaksanaan tugas di

Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penan?man Modal;




(1)
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l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
‘tugas Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

m.:Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada kepala bidang Penanaman Moﬁa];

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam
pengembangan karier;

0. Melaksanakan tugas kedinasan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 12

j'rangka pembinaan dan

lainnya yang diperintahkan oleh

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin ole#x seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan

penyusunan  kebijakan teknis, membina,

melaksanakan penyiapan bahan
.| mengoordinasikan dan

‘melaksanakan program dan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal sesuai

(2)

kelancaran tugas.

‘Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan

Penanaman Modal;

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

dimaksud pada ayat (1),

teknis diseksi Promosi

Modal;

?b.p}emberian dukungan atas pelaksanaan tugas dﬁseksi Promosi Penanaman

)|

e

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi Promosi Penanaman Modal;
d.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberi
dengan tugas dan fungsinya.

an oleh pimpinan sesuai

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a.

b.

c.

®

sebagai berikut:

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal opex;ﬁsional tahunan di Seksi

Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman d
Membagi tugas kepada bawahan agar tercip
merata;

Menyelia pelaksanaan tugas pokok organissa
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkug
Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok orgat
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam

am pelaksanaan tugas;
ta distribusi tugas yang

1si agar berjalan sesuai
) Seksi;

nisasi agar berjalan sesuai
) Seksi;

organisasi agar berjalan
lingkup Seksi;

. Promosi Penanaman Modal;

. Melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan

Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas; '
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Promosi
Penanaman Modal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan  Promosi
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah ;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkaitlpenyelenggaraan program
dan kegiatan di Seksi Promosi Penanaman ModaTI;

Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan di Seksi Promosi Penanaman Modal; |

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pe}aksanaan tugas di Seksi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi
Penanaman Modal;
tugas seksi Promosi
Penanaman Modal;
Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;
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0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
'~ pimpinan baik lisan maupun tertulis. ’

Pasal 13

(1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Mobal dipimpin oleh seorang

- Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membin , mengoordinasikan dan

- melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal sesuai peraturan perundan -undangan dan pedoman

- yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelengg’a:al{an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi mempunyai fungsi : \

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Pengendalian

' Pelaksanaan Penanaman Modal;

'b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pengendalian Pelaksanaan
. .Penanaman Modal; .
‘d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

| dengan tugas dan fungsinya.
(3)| Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

' &. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operFsional tahunan di Seksi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Mod . sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; '

'b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata; ' '

c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

- rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

} f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan

- tugas;

8. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengendalian

" Pelaksanaan Penanaman Modal serta menyiapkan bahan petunjuk

: pemecahan masalah;

h, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pengendalian
" Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program

dan kegiatan di Seksi Pengendalian Pelaksanaar Penanaman Modal;

Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan

=

L !

kegiatan di Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

'k, Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

1., Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas  Seksi

" Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

in. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengendalian

” Pelaksanaan Penanaman Modal; !

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

|9, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang digerintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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Bagian Keempat
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN N

Pasal 14

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan

2. Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelapo
3. Seksi Pengaduan dan Advokasi

i
|
|

(l)i Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
' seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mem
| penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebi;
“dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerit
mengoordinasikan dan melaksanakan progran
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesu
undangan dan pedoman yang berlaku untuk kel

(2) Dal‘am menyelenggarakan tugas sebagaimana

- | Kepala Bidang mempunyai fungsi :

‘a. perumusan kebij

-~ 'Perizinan;

'‘pemberian dukungan atas penyelenggaraa:

dibidang Pengolahan Data,Pemeriksaan dan Pel

€. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Per

'd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
| tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘a. Merencanakan operasional kegiatan tahu

pelaksanaan tugas;

'b.Membagi tugas kepada bawahan agar tercip
. merata;

Pasal 15

an,

b.

'C

operasionalisasi dan pelaporannya;
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organiss
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organis

. Tencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
' f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksan
dalam lingkup Bidang;

tugas; |
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan p
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait t
program dan kegjatan dibidang Pelayanan Perizir
Menginventarisir permasalahan-permasalahan y
b;idang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan]
petunjuk pemecahan masalah;

.k.Melakukan pemberian dukungan atas penye
 daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Pe
l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan t

Perizinan dan Non Perizinan;

m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksa
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

h.
i.

J-

|
i
i
|
|

n. Melakukan pelaporan dan pertanggung jaw

tugasnya kepada Kepala Dinas.

r~
A

|c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait

TN PERIZINAN

dipimpin dipimpin oleh

impin dan melaksanakan

akan teknis, memberikan

1tahan daerah, membina,
h dan kegiatan bidang
ai peraturan perundang-

aran tugas.

dimaksud pada ayat (1),
akan teknis dibidang Pelayanan Perizinan dan Non
n pemerintahan daerah

aporan.
1gaduan dan Advokasi;

pimpinan sesuai dengan

sebagai berikut :

nan sebagai pedoman

ta distribusi tugas yang

perumusan kebijakan,

si agar berjalan sesuai
Bidang;

asi agar berjalan sesuai

Bidang;
program dan kegiatan

g Menyusun laporan dan memberi saran kepada aTtasan terkait pelaksanaan

elayanan umum dibidang

erhadap penyelenggaraan
lan dan Non Perizinan;

ang berhubungan dengan
| dan menyiapkan bahan

lenggaraan pemerintahan
izinan;

as dibidang Pelayanan
naan kegiatan dibidang

aban atas pelaksanaan
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Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pgnggmbangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
dxpenntahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 16

(1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas memimpin dan melaksaniakan penyiapan bahan
penyusunan  kebijakan teknis, membina, | mengoordinasikan dan

. melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perizinan dan Non Perizinan
sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.

(2): Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana |dimaksud pada ayat (1),

'Kepala seksi mempunyai fungsi :
| a.

b.

C.
| d.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Perizinan dan
Non Perizinan.
pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Perizinan dan Non
Perizinan.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi PeriZinan dan Non Perizinan;

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) | Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

&,

b.

e.

f.

1.

|
A;c.
:

d.

‘,g.
h.

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi
Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan agar tercip‘ta distribusi tugas yang
merata;

Menyelia pelaksanaan tugas pokok organi Jsi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkLELSeksi;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas; ,
' Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Perizinan dan
Non Perizinan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
‘Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekrlis di Seksi Perizinan dan
.Non Perizinan, termasuk standar pelayanan atau Standar Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program
'dan kegiatan di Seksi Perizinan dan Non Perizinan;

. ;Melaksanakan pemberian dukungan atas pen, Ieleenggarazm program dan

kegiatan di Seksi Perizinan dan Non Perizinan; |

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi
Perizinan dan Non Perizinan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
tugas Seksi Perizinan dan Non Perizinan;

m. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme

|
©.

dan prosudur pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Karier; ,
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dir*erintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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(1) Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan d
Kepala Seksi,

|

14

Pasal 17

| dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-und

berlaku untuk kelancaran tugas.
(2) Dalam menyelenggarakan
Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.

b.
)
ic

d.

tugas sebagaimana

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
Pemeriksaan dan Pelaporan;

pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas

Pemeriksaan dan Pelaporan;

pembinaan dan
dan Pelaporan;

pelaksanaan fungsi kedinasan lain
dengan tugas dan fungsinya.

an Pelaporan dipimpin oleh seorang
mempunyai tugas memimpin dan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membin
melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengblahan Data, Pemeriksaan

melaksanakan penyiapan
, mengoordinasikan dan

gan dan pedoman yang
dimaksud pada ayat (1),
diseksi Pengolahan Data

diseksi Pengolahan Data,

pelaksanaan tugas diseksi Pengolahan Data, Pemeriksaan

yang diberikan oleh pimpinan sesuai

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berilkut :

a.

e

e

B R

°

. Membagi tugas kepada bawahan agar tercip

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal ope
Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan
pelaksanaan tugas;

merata;

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok orgaz
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam 1

Menyusun laporan dan memberi saran kepada a
tugas,

sional tahunan di Seksi
sebagai pedoman dalam

ta distribusi tugas yang

. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisa{si agar berjalan sesuai

Seksi;

nisasi agar berjalan sesuai
Seksi;

organisasi agar berjalan
ingkup Seksi;

itasan terkait pelaksanaan

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengolahan
Data, Pemeriksaan dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

di Seksi Pengolahan Data,

Pemeriksaan dan Pelaporan termasuk pengelolaan data sistem informasi

perizinan dan non perizinan;
Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait
dan kegiatan di Seksi Pengolahan Data, Pemerik

penyelenggaraan program
an dan Pelaporan;

Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan

kegiatan di Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan
Meleksanakan pembinaan dan bimbingan
Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pel
dan kegiatan dalam lingkup Seksi ;

dan non perizinan;
Menilai prestasi kerja bawahan dalam
pengembangan karier;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dip

baik lisan maupun tertulis.

dan Pelaporan;

pelaksanaan tugas Seksi

aporan pelaksanaan tugas

. Melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi dokumen-dokumen perizinan

rangka pembinaan dan

erintahkan oleh pimpinan
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Pasal 18

(1) Seksi Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan  kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan  dan
‘| melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Advokasi sesuai
! peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiinana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Pengaduan dan

Advokasi;

~b.pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pengaduan dan
'Advokasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pengaduan dan Advokasi;
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) IRincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

b.

Pengaduan dan Advokasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata,;

Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal op:;sional tahunan di Seksi

. rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup |Seksi;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup |Seksi;

. ‘Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok | organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan

tugas;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengaduan dan
Advokasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengaduan dan
Advokasi;
Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program
dan kegiatan di Seksi Pengaduan dan Advokasi;
Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan
kegiatan di Seksi Pengaduan dan Advokasi;

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan p?laksanaan tugas Seksi
Pengaduan dan Advokasi;

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksa’haan tugas dan kegiatan

Seksi Pengaduan dan Advokasi; ‘

. Melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan tuéas seksi Pengaduan dan

Advokasi;

!
..Menilai prestasi kerja bawahan dalam rL.ngka pembinaan dan

pengembangan karier;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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BAB V
TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan. tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing. L :
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang

(3)

|

@)

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan organisasi bertanggung |jawab memimpin dan

~ mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
. Serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikqti dan mematuhi petunjuk

- dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan’

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

- disampaikan kepada satuan organisasi lain

laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergun sebagai bahan untuk
'anyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya. |
Délam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
'yang secara fungsional

mémpunyai hubungan kerja.
Dé]am melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung
jawab masing-masing dalam rangka pemberian bi bingan kepada bawahan,
dan diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
‘Dalam memperlancar pelaksanaan tugas asing-masing pimpinan
organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan
pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat dan /atau staf di
lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap
kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada
bawahannya.

(10) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoordinasikan dan

V

memberikan pembinaan secara administrasi pada setiap unsur dalam hal
pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan,
keuangan dan perlengkapan.

(11} Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya

[

i

|

(1)

- |ini, dinyatakan tidak berlaku;

be;n:anggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai
dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

D'eﬁgan berlakunya Peraturan Bupati ini, maki semua ketentuan yang
‘mengatur hal yang sama terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

(2)

Apabila terjadi perubahan yang diakibatkan karena hasil evaluasi penataan
perangkat daerah, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.
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Pasal 21

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap pimpinan satuan/unit
organisasi senantiasa mempedomani urusan pemerintahan daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

(2) Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur
kemudian oleh pimpinan SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
padatanggal, 21 Desember 2016
/BUPATI SOPPENG,

---------
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Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

. Peraturan Bupati Soppeng

: 54 Tahun 2016

: 21 Desember 2016

. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

I

KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN PELAPORAN DAN
KEUANGAN

—

BIDANG PENANAMAN MODAL

T
j

| | SEKSI PERENCANAN, PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

MODAL

SEKS| PROMOSI PENANAMAN MODAL

SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BIDAMG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

|

SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

-

SEKSI PENGOLAHAN DATA, PEMERIKASAN DAN PELAPORAN

SEKS| PENGADUAN DAN ADVOKASI
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